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ABSTRAK 

Asas Ne bis in Idem artinya : orang tidak tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan 

(peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim.  Penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan 

data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan 

hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia diatur 

dalam Pasal 76 KUHP dan perkara tersebut termasuk nebis in idem karena terjadi 

pengulangan perkara dengan obyek, subjek, dan kronologis yang sama, dan telah diputus 

serta mempunyai kekuatan hukum tetap dan ne bis in idem berarti tidak melakukan 

pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan yang sama.  
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JURIDICAL ANALYSIS OF FREEDOM DUE TO THE APPLICATION OF THE 

PRINCIPLE   OF   NEBIS IN IDEM IN THE CRIME OF PERSECUTORY 

RESULTING IN THE VICTIM'S DEATH 

 (Study of Medan District Court Decision Number 3305/Pid.B/ 2020/PN Mdn) 

 

ABSTRACT  

The principle of Ne bis in Idem means: people should not be prosecuted again because of 

actions (events) that have been decided by the judge for him. The research carried out is 

normative juridical law research with an empirical juridical approach using primary data 

and supported by secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal 

materials and tertiary legal materials.  Based on the results of the study, the legal 

arrangement of the criminal act of persecution that results in the victim's death is regulated 

in Article 76 of the Criminal Code and the case is nebis in idem because there is a repetition 

of the case with the same object, subject, and chronology, and has been decided and has 

permanent legal force and ne bis in idem means did not conduct a second examination of the 

same action.  
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dalam penjelasan 

Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak 

berdasarkan atas kekuasaan belaka, seperti yang telah dirumuskan para pendiri 

kenegaraandalam konsep“Indonesia adalah negara hukum”, mengandung arti bahwa dalam 

hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci 

kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama 

dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa 

hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, 

karena memegang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap 

hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-

sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat, hukum bersifat objektif 

berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan 

antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apapun hal 

ini harus dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu 

adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan. 

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses 

pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap 

keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. 

Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut 

untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan 

meningkatkan profesionalisme dalam menegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat 

banyak. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar menuntut tanggung jawab yang 

tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa” menunjukan kewajiban menegakan hukum, kebenaran dan keadilan itu 

wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertical 

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, 

demi terselanggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Putusan hakim merupakan aspek 

penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah 

diartikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim dipihak terdakwa memperoleh kepastian 

hukum (rechts zekerheids) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah 

berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa yaitu menerima putusan, 

banding, atau kasasi, bahkan melakukan grasi. 

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam system peradilan 

pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu 

menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur 

dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Keadilan yang dihasilkan dari suatu lembaga peradilan melalui suatu proses 

peradilan yang tertuang di dalam putusan hakim adalah merupakan syarat utama di dalam 

mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat sebab putusan-putusan hakim yang 

kurang adil membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi 

berkurang, sehingga mengakibatkan masyarakat enggan untuk menempuh jalur hukum di 

dalam mengatasi permasalahan hukum yang mereka hadapi. Maka dalam hal ini hakim 

sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam 
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suatu proses peradilan pidana, mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum 

pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan. 

Penyelenggaraan peradilan pidana sebenarnya tidak hanya oleh hakim dalam suatu 

proses peradilan namun juga harus di dukung oleh aparat penegak hukum pidana lainnya 

yang tergabung dalam system peradilan pidana (Criminal Justice Sistem) yaitu polisi, jaksa, 

hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan yang bekerja mulai dari proses penyelidikan 

dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai akhirnya pada pemeriksaan di 

sidang pengadilan. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah “upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji 

kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode 

ilmiah”. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan 

untuk memperoleh data atau informasi. “Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan 

landasan tata cara dalam melakukan oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah 

yang peneliti lakukan”.Jenis dan Sifat  

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif  yaitu “suatu 

penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam 

peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”. 

Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data 

sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat 

kualitatif”. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, 

menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

pada tujuan penelitian ini”. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan 

secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk 

menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu 

antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”. Maksud utama analisis terhadap bahan 

hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam 

aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam 

praktik”. 

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang 

sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. 

Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian 

tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder. 

Alat pengumpul data digunakan metode penelitian kepustakaan (library research) 

berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti 

majalah, internet, jurnal serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan 

putusan bebas akibat penerapan asas nebis in idem dalam tindak pidana penganiayaan yang 

mengakibatkan korban meninggal dunia.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hukum berkaitan dengan sanksi dan hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya 

hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, 

terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat 

menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan 

bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat 
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sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu 

penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak 

menghendakinya. 

Menurut Black’s Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah “a penalty or coercive 

measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for 

discovery abuse)” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari 

kegagalan untuk mematuhi undang-undang. Pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati 

perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan 

sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara 

hukum, imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum, 

imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum. 

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia 

dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial mungkin memerintahkan 

agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila 

perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu 

perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman 

merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi. 

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas 

tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma 

dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah 

organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk 

menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan 

untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. 

Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus 

dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya. 

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan 

pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan 

yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan 

melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. 

Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Mahrus Ali mengemukakan 

pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan 

sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman 

karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi 

terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas 

penambahan penderitaan dengan sengaja. 

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-

perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau 

menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan 

adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut 

telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan 

tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang. 

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam 

segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan 

sampai menimbulkan kematian.  Sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaaan dimuat 

dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut : 

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP. 

Pasal 351 KUHP menyebutkan : 
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(1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  

(2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan 

pidana penjara paling lama lima tahun.  

(3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh 

tahun.  

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.  

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.  

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang 

semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada 

dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang 

bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan 

dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan 

yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan 

kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa 

sakit dikatakan sebuah penganiayaan. seperti contoh seorang dokter yang telah melukai 

pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai 

penganiayaan, karena bermaksud untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh 

pasiennya. 

2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.  

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau 

penyakit dan tidak menyebabkan korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. 

Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut : 

(1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak 

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 

pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 

tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat  ribu lima ratus. Pidana dapat 

ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang 

bekerja padanya atau menjadi bawahannya.  

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat 

(2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiyaan ringan) tidak dapat di 

pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah 

menuju kesuatu hal,tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak 

berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang 

dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang 

lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam 

penganiyaan ini tidak akan membahayakan orang lain.  

3. Panganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.  

Pasal 353 KUHP mengenai penganiyaan berencana merumuskan sebagai berikut : 

(1) Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama 

empat tahun.  

(2) Jika perbutan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana 

penjara palang lama tujuh tahun.  

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana 

penjara paling lama sembilan tahun.  

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka 

berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, 

penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan 
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(ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana 

(Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 

3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 

KUHP). 

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.  

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah 

sebgai berikut : 

(1) Siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerena melakukan penganiayaan berat 

dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana 

penjara paling lama sepuluh tahun.  

Penganiayan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain 

haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak 

pidana yaitu, pebuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu 

dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam 

undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam 

merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebukan 

pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari 

tindak pidana. 

5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP 

Penganiyaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya 

adalah sebagai berikut : 

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama dua belas tahun.  

(2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara 

paling lama lima belas tahun.  

Penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan 

berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiyaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). 

Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, 

kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus 

terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur 

penganiayaan berencana. 

Pasal 1 butir 11 KUHAP mengenai pengertian putusan pengadilan yaitu :  "Putusan 

pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang 

dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam segala hal 

serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Putusan yang dijatuhkan hakim 

dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.  

 Adapun bentuk-bentuk putusan  hakim yang merupakan putusan akhir dapat berupa :  

1. Putusan pemidanaan (veroordeling). 

Menurut Pasal 193 ayat 1 KUHAP berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat 

bahwa terdapat bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka 

pengadilan menjatuhkan pidana”.  Terdakwa bersalah berarti dakwaan itu terbukti dan 

syarat untuk menjatuhkan pidana telah dipenuhi yakni dua alat bukti dan hakim yakni 

akan kesalahan terdakwa. 

Dalam hal menjatuhkan dan meringankan. Hal yang memberatkan yaitu jika 

terdakwa adalah residivis atau perbuatan gabungan. Hal yang meringankan adalah umur 

terdakwa masih muda bahkan jika ia masih belum mencapai usia 16 tahun pada waktu 

dilakukannya tindak pidana, maka hakim dapat mempergunakan Pasal 45 KUHP yang 
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memberikan beberapa kemungkinan yakni menjatuhkan hukuman pidana pada terdakwa 

atas menyerahkan kembali kepada orang tua atau walinya atau menyerahkan kepada 

pemerintah supaya diperlihara dalam suatu tempat pendidikan sampai umur 18 tahun. 

Putusan pemidanaan segera setelah diucapkan, hakim wajib memberitahukan 

kepada terdakwa akan hak-haknya yaitu : 

a. Hak untuk menerima atau menolak putusan. 

b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan 

dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang. 

c. Hak meminta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang 

ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan grasi, dalam hal ia menerima 

putusan. 

d. Hak meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu 

yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan. 

e. Hak mencabut pernyataan sebagai mana dimaksud dalam huruf “a.” dalam tenggang 

waktu yang ditentukan oleh undang-undang. 

Bahwa terhadap semua putusan pengadilan itu hanya sah dan mempunyai kekuatan 

hukum, jika diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum. 

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukuman (ontslag van alle rechtsvervolging).  

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam KUHAP diatur dalam Pasal 192 

ayat 2 KUHAP berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak 

pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” 

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum didasarkan bahwa apa yang didakwakan 

kepada terdakwa terbukti secara sah, tetapi hakim berpendapat bahwa perbuatan yang 

didakwakan tidak merupakan tindak pidana. “Menurut Pasal 67 KUHAP menyatakan 

adanya larangan banding terhadap bebas, putusan lepas atas segala tuntutan hukum dan 

terhadap semua putusan pengadilan dalam acara cepat, baik putusan pemidanaan maupun 

putusan tanpa pemidanaan”.  

Putusan bebas Pasal 67 KUHAP tersebut, putusan yang menyangkut masalah 

kurang tepatnya penerapan hukum, putusan tersebut berbeda dengan  putusan yang juga 

putusan lepas atas segala tuntutan hukum menurut Pasal 191 ayat 2 KUHAP dalam hal 

perbuatan yang didakwakan, tidak merupakan suatu tindak pidana. 

Maksud pembentuk Undang-undang tentang kedua bentuk putusan tersebut 

dengan isi yang berbeda (kurang tepatnya penerapan hukum dan perbuatan yang bukan 

merupakan tindak pidana) jelas, yakni bahwa terhadap putusan lepas atas tuntutan hukum 

yang lain dari pada yang dimaksudkan oleh Pasal 67 KUHAP, larangan banding menurut 

pasal tersebut tidak terbukti. 

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat diartikan dalam dua arti yaitu 

: 

a. Pelepasan dari segala tuntutan hukum dalam arti luas. Disini termasuk juga 

pembebasan yang sebenarnya merupakan pelepasan dari segala tuntutan hukum, tetapi 

karena telah disebut sebagai pembebasan, maka disebut pelepasan dari segala tuntutan 

yang bersifat tertutup. 

b. Pelepasan dari tuntutan hukum dalam arti sempit. Dalam hal ini jika hakim 

berpendapat unsur-unsur tindak pidana tidak terbukti, akan tetapi pendapatnya keliru 

karena salah satu unsur diartikan salah tidak sesuai dengan maksud Undang-undang. 

 

3. Putusan Bebas (vrijspraak vonnis)  
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Putusan Bebas dapat dijatuhkan oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 191 

ayat 1 KUHAP yang berbunyi : "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil 

pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 

kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan maka terdakwa diputus bebas". 

Penjelasan  Pasal 191 ayat 1 KUHAP menyebutkan yang dimaksud dengan 

"perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak 

cukup bukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang 

sah. Dengan demikian putusan bebas adalah putusan yang dinilai oleh hakim sebagai 

berikut : 

a. Putusan tersebut tidak memenuhi azas pembuktian menurut Undang-undang secara 

negatif (negatif wettelijke). Hasil pembuktian yang diperoleh dipersidangan tidak 

cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin akan kesalahan 

terdakwa. 

b. Tidak memenuhi azas hukum pembuktian. Dalam hal ini minimum pembuktian yang 

diisyaratkan oleh Undang-undang tidak dipenuhi, misalnya hanya ada satu saksi saja, 

hanya ada satu alat bukti saja. Sedangkan Pasal 183 KUHAP menentukan untuk 

membuktikan apakah terdakwa bersalah atau bersalah sekurang-kurangnya harus ada 

dua alat bukti yang sah. 

Asas Ne bis in idem merupakan penegakan Hukum bagi terdakwa dalam menciptakan 

kepastian hukum. Pentingnya perlindungan terdakwa dari kepastian hukum dikaitkan 

terhadap asas ne bis ini idem mendapat perhatian yang serius, yakni bentuk perlindungan 

yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada terdakwa dalam proses 

persidangan, apalagi terdakwa dituntut untuk kedua kalinya dalam peristiwa yang sama, perlu 

juga perlindungan terhadap terdakwa akibat penyalahngunaan kekuasaan (abuse of power) di 

pengadilan. 

Meskipun masalah satu syarat agar suatu putusan perkara pidana dapat dinyatakan 

telah ne bis in idem adalah putusan tersebut telah mempunyai kekuatan. Hukum yang tetap, 

akan tetapi semua jenis putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan kemudian 

terhadap terdakwa dan perkara pidana yang sama dapat dituntut dan disidangkan kembali 

dinyatakan sebagai perkara pidana yang telah Ne bis in idem. Oleh karena itu sekiranya 

putusan yang dijatuhkan pengadilan dalam suatu perkara pidana itu bukan berdasarkan 

putusan yang positif atas peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa, akan tetapi 

berada di luar peristiwa pidananya yakni berupa putusan yang dijatuhkan dari segi formal 

atau putusan yang dijatuhkan bersifat negatif, maka dalam putusan tersebut tidak dapat 

melekat unsur ne bis in idem.  

Setiap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap diri terdakwa baik putusan 

yang merupakan pemidanaan ataupun putusan yang lainnya adalah sebagai bentuk yang 

merupakan pemidanaan ataupun putusan yang lainnya adalah sebagai bentuk pertanggung 

jawaban yang di berikan oleh undang-undang terhadap terdakwa yang telah terbukti secara 

sah dan berdasarkan bukti yang kuat telah melakukan suatu tindak pidana.  

Setiap tedakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana hanyalah dapat 

dipertanggung jawabkan terhadap peristiwa atau tindak pidana yang telah dilakukannya, dan 

tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang tidak pernah dilakukannya, dan 

juga hanya berhak menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atas peristiwa dan tindak 

pidana yang dilakukannya. 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) sebagai hukum positif dalam 

ketentuan Pasal 76 KUHAP secara tegas menyatakan terhadap diri terdakwa hanya 

diperbolehkan diperiksa sekali saja terhadap peristiwa pidana yang dilakukan dan secara 
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tegas Undang-undang melarang terdakwa untuk di periksa dan disidangkan kembali untuk 

kedua kalinya dengan peristiwa dan tidak pindana yang sama. 

Penerapan asas ne bis in idem dalam perkara pidana adalah mempunyai suatu tujuan 

yang tertentu. Adapun yang merupakan tujuan dari ne bis in idem ini adalah : 

1. Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa pidana yang 

sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa/tindakan pidana ada beberapa putusan-

putusan yang kemungkinan akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap 

pemerintahnya. 

2. Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati janganlah orang dibiarkan 

terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam 

peristiwa yang sekali telah di putus. 

Tujuan penerapan asas ne bis in idem dalam perkara pidana adalah untuk memberikan 

perlindungan dan perkara pidana yang sama dan yang sebelumnya telah pernah diputus dan 

juga menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah 

perna diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang 

berbeda-beda. 

KESIMPULAN 

Pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban 

meninggal dunia diatur dalam Pasal 76 KUHP dan perkara tersebut termasuk nebis in idem 

karena terjadi pengulangan perkara dengan obyek, subjek, dan kronologis yang sama, dan 

telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap dan ne bis in idem berarti tidak 

melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan yang sama. 

Upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal terdakwa diputus 

bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan upaya hukum 

banding dan peninjauan kembali, namun dapat dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan 

Pasal 244 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-X/2012 dan kasasi 

demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung (Pasal 259 KUHAP).  

Analisis hukum terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

bebas dalam perkara Nomor: 3305/Pid.B/2020/ PN Mdn adalah waktu dan tempat terjadinya 

tindak pidana serta kronologis maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yang 

didakwakan kepada Para Terdakwa adalah sama dengan perkara yang telah diputus dan telah 

berkekuatan hukum tetap perkara para terdakwa adalah ne bis in idem.   
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